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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari segi hukum ada perilaku yang sesuai dengan norma
dan ada pula perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap
perilaku yang sesuai dengan norma hukum tentunya tidaklah menjadi
masalah. Namun terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma
biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan
merugikan masyarakat. Salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan norma
itu adalah kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melawan
hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti
bertentangan dan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam
pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.! Kejahatan itupun hanya dapat
dicegah dan dikurangi karena sangat sulit untuk diberantas sampai tuntas.

Penegakan  hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum, aparat
penegak hukum yang berada di garis depan yang langsung berhadapan
dengan masyarakat dan yang menjalankan segala peraturan perundang-
undangan yang ada agar menciptakan disiplin dalam bermasyarakat,
terutama ketika terjadi suatu tindak pidana, maka polisi yang
pertama menanganinya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas

pokok kepolisian secara umum, maka dapat dilihat Pasal 13 Undang-

m. Sudradjat Bassar. 1985. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya. hal. 2



undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang menyatakan:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat.

Dengan melihat tugas pokok kepolisian, diketahui bahwa polisi
menjalankan kontrol sosial dalam maysrakat, baik preventif (pencegahan)
maupun represif (pemberantasan).? Sehubungan dengan tugas kepolisian
yang bersifat represif, maka hal tersebut tidak terlepas dari peran
kepolisian dalam melakukan penegakan hukum di bidang proses peradilan,
sehingga di dalam proses peradilan, kepolisian mempunyai wewenang untuk
melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum proses tahap peradilan
selanjutnya. Penyidikan adalah proses penyelesaian perkara pidana dimana
terdapat dugaan pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelum ditetapkan
sebagai tersangka setelah melalui tahap penyelidikan yang merupakan
permulaan awal untuk mencari atau mengetahui bahwa suatu peristiwa
tersebut mengandung unsur pidana atau bukan. Apabila peristiwa tersebut
telah diketahui dan mengandung unsur pidana maka proses penyidikan dapat
dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Dalam penyelidikan, penekanan untuk mengetahui bahwa perbuatan
tersebut dianggap atau diduga merupakan perbuatan tindak pidana dapat dilihat

dari tindakan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan cara mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai permulaan awal

2 Satjipto Raharjo.2007. Membangun Polisi Sipil.Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hal. 25



tindakan pidana. Pada penyidikan, penekanan yang dilakukan oleh kepolisian
untuk mengetahui perbuatan tersebut adalah sebuah tindak pidana, maka
tindakan yang dilakukan kepolisian adalah dengan cara mencari serta
mengumpulkan bukti-bukti guna untuk mengetahui titik terang tindak pidana
yang telah ditemukan serta menentukan tersangkanya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni
dalam Bab | mengenai Penjelasan Umum, vyaitu: “Penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya”.

KUHAP sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan rumusan
Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian
penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung
tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan

2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.

3. Penyidikan dilakukan dengan - berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan

tersangkanya.



Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa
sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi
tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya

Menurut de Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan
permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-
undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang
sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.
Bilamana ada laporan atau pengaduan seseorang atau masyarakat tentang
adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang, maka polisi wajib untuk segera menindak lanjuti
laporan atau aduan tersebut.

Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk
menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk
menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Dalam kegiatan penyidik
untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kewenangan-kewenangan
untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu  kepadanya,  sehingga
memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk
diserahkan = kepada penuntut umum.*

Contoh kejadian perkara tindak pidana penipuan dan atau

penggelapan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekira pukul

% Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafik Offset. Hal.120
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08.00 WIB di rumah Sdr. Fadillah Ulin Nuha turut Desa Dukuhmulyo Rt 08
Rw 01 Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati yang di duga dilakukan oleh
Tersangka Kusno Anggoro Eko Saputro alias Kucur Bin Aji Sugiyono asal
Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro atau dengan
alamat lainnya rumah kos di Gg. Gendis Kelurahan Baron Kec. Laweyan
Kota Surakarta yang dilaporkan pada hari selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar
pukul 06.00 WIB dengan uraian singkat sebagai berikut; bahwa pada hari
rabu tanggal 10 maret 2020 Tersangka Kusno Anggoro Eko Saputro alias
Kucur Bin Aji Sugiyono saat perjalanan naik bus dengan tujuan Medan
bertemu dengan korban Sdr. Muhammad Ainun Najib bin Nurhadi dan
saling mengasih nomor handphone dan menawari untuk bekerja dengan
korban di perusahaan Otobus dengan iming-iming upah sebesar Rp.
4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan membayar Uang sebesar Rp.
1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai syarat administrasi
agar diterima sebagai karyawan di Perusahaan tersebut. Setelah Korban
tertarik dan berniat untuk bekerja di Perusahaan Otobus tersebut, pada hari
jum’at tanggal 26 juni 2020 tersangka kemudian datang ke rumah korban
untuk menawari dan meyakinkan korban bahwa tersangka benar-benar kerja
di Perusahaan Otobus tersebut, lalu mengecek kelengkapan berkas lamaran
dan mengajak korban pergi ke Kabupaten Pati untuk menemui Mandor
Perusahaan Otobus tersebut. Pada hari sabtu tanggal 27 juni 2020 sekira
pukul 01.00 WIB tersangka dan korban berangkat ke Kabupaten Pati, namun

sebelunya tersangka menyuruh korban untuk memasukkan berkas lamaran



dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
kedalam Jok Sepeda Motor korban, dalam perjalanan tersangka menyuruh
korban untuk membeli oleh-oleh berupa kelengkeng yang akan dikasihkan
kepada mandor di Perusahaan Otobus tersebut, kemudian sekitar pukul 05.00
WIB sesampainya di Kabupaten Pati tersangka dan korban istirahat di
Masjid Kecamatan Juwana, setelah itu tersangka mengajak korban pergi ke
Desa Dukuh Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati untuk
memperkenalkan Korban dengan seorang yang bernama Fadilah ulin Nuha
(dalam hal ini yang menerangkan sebagai saksi) yang juga akan melamar
kerja di Perusahaan Otobus tersebut. Kemudian selanjutnya sekitar pukul
08.00 WIB tersangka berpamitan pinjam sepeda motor korban (Muhammad
Ainun Najib) dan mengajak Fadilah Ulin Nuha untuk pergi fotokopi berkas
lamaran, akan tetapi sesampainya di toko fotokopi, toko tersebut belum buka
dan kemudian tersangka menyuruh Fadilah Ulin Nuha untuk menunggu toko
tersebut sampai buka. Pada saat sebelum meninggalkan Fadilah Ulin Nuha
sendiri tersangka berpesan kepadanya bahwa tersangka ingin menukar
sepeda motor ke rumah temannya yang ada di Kecamatan Tayu, akan tetapi
tersangka malah pergi ke arah selatan menuju ke jalan arah Kecamatan
Sukolilo kemudian sepeda motor tersebut tersangka jual kepada sdr. Dul (
nama panggilan/DPO) warga Desa Wotan Kec. Sukolilo Kabupaten Pati
sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian
tersangka pulang ke solo pada hari minggu tanggal 28 juni 2020, uang hasil

penjualan sepeda motor tersebut tersangka pergunakan kembali untuk



membeli sepeda motor dengan harga Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus
lima puluh ribu rupiah), sisanya tersangka pergunakan untuk membayar kos,
makan dan uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik
korban Sdr. Muhammad Ainun Najib bin Nurhadi yang tersangka minta
sebagai syarat administrasi dan sisanya Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh
ribu rupiah) tersangka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Atas
kejadian tersebut korban Sdr. Ainun Najib bin Nurhadi mengalami kerugian
sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tesis, dengan judul “Peran Penyidik Dalam
Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan

Di Polsek Jakenan.”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan
diteliti adalah:
1. Bagaimana peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana
penipuan dan atau penggelapan di Polsek Jakenan?
2. Apakah faktor yang menjadi penghambat Penyidik dalam melakukan
penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Polsek

Jakenan dan bagaimana upaya mengatasinya?



C. Keaslian Penelitian

Tema studi ini adalah Peran Penyidik dalam melakukan penyidikan
tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Sepengetahuan Penulis setelah
dilakuan Pencarian dan Perbandingan dengan karya ilmiah lain (Skripsi)
dengan Tesis penulis terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang
lain namun dengan judul dan tema pembahasan yang berbeda dengan studi
penulis.

Perbandingan dalam kajian- kajian sebelumnya dengan kajian penulis

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel:
No Penelitian Terdahulu Fokus studi Pemba}ryan
Penelitian
Penulis
1. | Muh. Imam Asyari | Penelitian ini | Penelitian
Mukhtar, Tahun 2018, | fokus pada | penulis disini
Tinjauan Yuridis Tindak | penerapan sanksi | untuk
Pidana Penipuan (Studi | pidana materiil | mengetahui
Kasus Putusan Pengadilan | terhadap  pelaku | bagaimana peran
Negeri Makasar Nomor: | tindak pidana | penyidik dalam
827/Pid.B/2015/PN.Mks) | penipuan melakukan
penyidikan
2. | Akbar Maulana, Tahun | Penelitian ini
tindak pidana
2019, Analisis Yuridis | fokus pada
penipuan dan
Tindak Pidana | putusan hakim
atau penggelapan




Penggelapan dan
Penipuan serta Penjatuhan
Pidananya (Putusan PN
Sumedang  Nomor

306/Pid.B/2017/PN.Smd)

dalam

menjatuhkan

pidana  terhadap

terdakwa
pidana
penggelapan

penipuan

tindak

dan

serta faktor-
faktor
penghambat

peran  penyidik
dalam
melakukan

penyidikan

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah peran Penyidik dalam

melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di

Polsek Jakenan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penghambat Penyidik dalam

melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di

Polsek Jakenan.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini juga

memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam

IImu Hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai peran Penyidik

dalam melakukan penyidikan

penggelapan di Polsek Jakenan.

tindak pidana penipuan dan atau




2. Secara Praktis
Penulis berharap dari penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan
pemikiran terhadap Aparat penegak Hukum dalam hal yang berkaitan
dengan penegakan hukum khususnya terkait Peran Penyidik dalam
melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di
Polsek Jakenan.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu konsep yang berhubungan dengan
permasalahan dan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan di teliti,
kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan antara pokok
permasalahan yang akan dibahas dengan beberapa konsep ilmu dan teori yang
akan dipakai sebagai landasan penelitian pada tinjaun pustaka.

1. Pengertian Peran

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu
proses keberlangsungan.® Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah yang
dimiliki seseorang dalam berkedudukan di masyarakat, dalam hal ini
kedudukan yang dimaksud adalah posisi tertentu dalam masyarakat yang
mungkin posisinya lebih tinggi atau rendah dan atau sedang-sedang saja.
Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban
tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai
Peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan

tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu

® Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press, 2002, him 242

10



hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat,
sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.® Secara sosiologis peran
adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang
dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi
dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuaian dengan kedudukannya.
Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya
akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri
lingkugannya.
2. Pengertian Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat
polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

3. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak
hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang
dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana guna
mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat
mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau
diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin

agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat

® R. Sutyo Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tanggerang: Karisma Publishing Group,
2009, him.348
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dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang
dijatuhkan tersebut.
. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang
diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Secara
teoritis dalam hukum pidana terdapat dua ajaran yaitu ajaran sifat melawan
hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut sifat
melawan hukum formal, suatu perbuatan dikualifikasi sebagai melawam
hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis)
demikian juga sifat melawan hukum perbuatan tersebut hanya bisa dihapus
dengan alasan pembenar yang dirumuskan dalam perundang-undangan
(tertulis). Dalam ajaran sifat melawan hukum formal untuk
mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai melawan hukum maupun untuk
menghapus sifat melawan hukum harus berdasar perundang-undangan
hukum (tertulis), sehingga hukum tidak tertulis sama sekali tidak mendapat
tempat dalam hukum pidana. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum
materiil mengakui hukum tidak tertulis sebagai hukum disamping
perundang-undangan (tertulis). Ajaran sifat melawan hukum tertulis dalam
fungsinya yang positif menyatakan bahwa hukum tidak tidak tertulis dapat
digunakan sebagai dasar untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai
perbuatan melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang menurut
masyarakat tidak patut atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat

(bertentangan dengan hukum tidak tertulis) dapat dinyatakan sebagai
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perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya (apabila memenuhi syarat-
syarat pemidanaan lainnya) dapat dipidana.
. Pengertian Penipuan dan atau Penggelapan

Penipuan dan atau Penggelapan diatur dalam pasal-pasal yang
berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan
diatur dalam pasal 378 KUHP, menyatakan dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang. Sedangkan  Penggelapan diatur
dalam pasal 372 KUHP, menyatakan bahwa yang termasuk penggelapan
adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau
seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku,
tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang
oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut, atau
penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya,
misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah
memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana

barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.
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G. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan
abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan untuk pelaksanaan
penelitian ilmiah yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan
terhadap dimensi-dimensi karena dalam Penelitian selalu disertai dengan
pemikiran-pemikiran teoritis, sehingga dalam melakukan Penelitian terdapat
hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan data,
Pengolahan data, analisis, dan kostruksi.

1. TeoriPenegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian proses yang dilakukan atau
upaya untuk menegakkan dan menfungsikan norma-norma hukum secara
nyata sebagai pedoman dalam melakukan atau bertindak untuk
memberikan sanksi terhadap apa yang telah menjadi ketentuan hukum
untuk  menjamin pentaatan terhadap ketentuan hukum yang telah
ditetapkan. Menurut Jimly Asshiddigie mengatakan bahwa Penegakan
hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.” Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,
secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam

’ M.Hariyanto, “ Makna Penegakan Hukum”
http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html
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kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.?
2. Teori keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang
berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil
terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran.
jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik
hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum
adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan
manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem
yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua
orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran
yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau
hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing—masing orang akan
menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran
terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil
berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan
tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang
atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus

Sama.

8 Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta :
Rajawali. him. 24
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Banyak Para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata
“adil” atau keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut para
ahli.

a) Keadilan Menurut Aristoteles

% Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang
tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya.

+ Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang
sesuai dengan apa yang telah dilakukanya.

« Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai
dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

« Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus
mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah
diperlukan.

+ Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang
telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang
telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.”

b) Keadilan Menurut Plato

+ Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil
untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan
perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

+ Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu
melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang

telah diterapkan.

° Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/ pag/Aristoteles-
nicomachaen.html. (Diakses pada tanggal 10 Januari 2022).

16



¢+ Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan
dengan perjanjian yang sudah disepakati.

c) Keadilan Menurut Notonegoro
Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuali
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d) Keadilan Menurut Panitia Ad-hoc MPRS 1966.
+« Keadilan individu, keadilan yang akan tergantung pada

kemauan baik atau buruk dari masing-masing individu.

+ Keadilan sosial, keadilan yang pelaksanaannya tergantung
pada struktur yang terdapat dalam bidang politik ekonomi,
sosial-budaya, dan ideologi.

e) Keadilan Menurut John Rawl John Rawls mendefinisikan
keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip
keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan
kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi
kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi
alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls
mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak diangap sebagai
kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan,
namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan

mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.™

9 John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h.
13.
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Kemudian, prinsip keadilan yang dipakai dalam tesis ini adalah
prinsip Keadilan Notonegeoro, suatu kebijakan dikatakan adil jika sesuai
dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Dengan kata lain Peran
penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau
penggelapan tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang
1945.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan
cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun
laporan.** Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode-metode sebagai
berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam
memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan
yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum
dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam melakukan
pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan
hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau
baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pendekatan empiris

adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das

1 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta,
him. 1.
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sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang
diperoleh langsung dari lokasi penelitian

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam
penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah
dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik
primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan
data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang peran penyidik
dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau
penggelapan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif
analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku
dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya hukum
positif yang menyangkut permasalahan tersebut, yaitu terkait dengan
peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan

atau penggelapan.
Menurut Arikunto, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang

sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan

penelitian.*?

3. Jenis dan Sumber Data

12 Arikunto, “Metode penelitiian https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif, 10 Januari 2022
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Untuk membedakan jenis data antara data yang diperoleh langsung
dari masyarakat atau data yang diperoleh dari bahan pustaka dapat dilihat
dari sumbernya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis
dimaksudkan disini adalah menggunakan jenis data primer dan data
sekunder, lebih mengfokuskan menggunakan data primer, sedangkan
untuk data sekunder hanya sebagai penunjang.

a. Data Primer
Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung
dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan
masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini. Data primer ini
akan diambil dengan cara melakukan wawancara secara langsung
dengan penyidik yang telah melakukan penyidikan terhadap pelaku
tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Polsek Jakenan.

b. Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan literature
kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat
teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan
dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-
undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta
artikel  ilmiah/Jurnal  ilmiah. Menurut Soerjono  Soekanto
menjelaskan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari
studi kepustakaan dengan, cara membaca, mengutip dan menelaah

peraturan perundang-undangan, guku-buku, dokumen, kamus, artikel
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dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan
yang akan dibahas.™
Data sekunder terdiri dari:
1) Bahan buku primer, yaitu berasal dari aturan hukum yang
berlaku serta berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
¢) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP);
d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
g) Berkas perkara pidana nomor register perkara
BP/01/V11/2020/Reskrim.
2) Bahan hukum sekunder yaitu penjelasan dari bahan hukum
primer dalam hal ini adalah menjelaskan beberapa teori yang

dikemukakan oleh para ahli hukum, berupa buku, literature,

13 Soerjono Soekanto, 1986, Op Cit, him 41
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dan makalah serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan
penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
seperti kamus, maupun ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan Metode pengumpulan data yaitu
dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan antara
lain:
a. Data Primer
Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung
dengan penyidik Polsek Jakenan yang telah dijadikan responden
dalam hal ini dan juga melakukan penyidikan terkait tindak pidana
tersebut.
b. Data Sekunder
Data Sekunder diperolen dari studi kepustakaan, dalam hal ini
mengaitkan perkara tersebut dengan aturan hukum serta buku yang
berkaitan dengan penelitian ini untuk menjadi dasar atau pedoman
dalam penyusunan Tesis ini.
5. Populasi dan Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini semua objek atau hasil yang akan diteliti,

penulis mengambil populasi yang meliputi wilayah yang ada di Polsek

Jakenan vyaitu tentang bagaimana peran penyidik dalam penyidikan
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tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Sedangkan untuk
penentuan Sampel yang akan dijadikan rujukan penulis adalah
penanganan perkara yang dilkakuan oleh penyidik dalam menegakkan
hukum pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh
Tersangka atas nama Kusno Anggoro Eko Saputro alias Kucur bin Aji
Sugiyono.
6. Metode Analisis Data

Dimaksudkan sebagai penjelasan dari permasalahan yang telah
diteliti guna menginterprestasikan objek berdasarkan kenyataan dan atau
pengalaman secara logis dan sistematis. Logis sistematis artinya berfikir
secara logika atau dapat diterima dengan akal sehat dan berurutan atau
tersusun dari awal hingga akhir sehingga tidak terbalik. Setelah
penganalisan data selesai hasilnya akan di tuangkan apa adanya dalam
bentuk karya ilmiah, dalam hal ini tentang bagaimana peran penyidik
dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau
penggelapan.

. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang dimana
masing-masing bab berkaitan antara satu dengan yang lainnya;
Bab | Pendahuluan
Dalam bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang,
Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka
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Bab 11

Bab 111

Bab IV

Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjabarkan mengenai tinjauan tentang Peran
Penyidik, penyidikan, Hukum Pidana, yang merupakan
landasan untuk pembahasan masalah dan teori-teori yang
berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti, yaitu
tentang peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak
pidana penipuan dan atau penggelapan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan
pembahasan rumusan masalah, yaitu peran penyidik dalam
melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau
penggelapan  di  Polsek Jakenan dan faktor-faktor
penghambat peran Penyidik dalam melakukan penyidikan
tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Polsek
Jakenan serta upaya penyidik untuk mengatasinya.

Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang telah diperoleh

dari hasil penelitian.
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